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KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR : 420 1/¥Fep. BED-OMM/KU/:!OH

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK BANANA KID'S
WALIKOTA BEKASI,
Membaca : Surat Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Banana Kid
Nomor 001/TK.BK/XII/2014, Perihal Operasioni
Banana Kid's.

Menimbang * @ bahwa dalam rangks pelaksanaan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) yang terprogram, efektif dan efisier
dipandang perlu diselenggarakan dalam bentuk
Taman Kanak-Kanak; +

b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Pendirian Tamar
Kanak-Kanak dari UPTD Pendidikan Informal dan No
Formal Kecamatun Ja Nomor:
421.1/183/UPTDPNFI&PAUD perihal izin pendiri
Taman Kanak-Kanak Banana Kid's perlu diberikar
:p«mumﬂmﬂyuucmﬂmﬁmx&mmmHhm |

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Bekas
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 10996
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republi
Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu
2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4132);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 i
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran o
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentar
Pemerintahan Deecruh (Lembaran Negara Republid ‘PX
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan] $2
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :
sebagaimana telah diubah dengan Peraturar
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 201
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Repubd
Indonesia Nomor 5589);
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> v Pendidikan Prasckolah (Lembaran Negara Republik | B2
. Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, 'Twmbahan | 7§
; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 3411} NS
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mntmg M)

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran ! S

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, 'rmbahm s
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);

3 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang | S
- Pembagian Urusan Pemerintahan antars Pemerintah, | &3
Pemerintahan Daecrah Provinsi dan Pemerintahan | NG
Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik | QP
Indonesin Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan | JiA
S~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737-); &

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan  Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

10.Peraturan Dacrah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007
tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi
(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5 Seri EJ;

11.Peraturan Dacrah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi
(Lembaran Dacrah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

12.Peraturan, Dacrah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008
tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah
hhunﬁOOBNomorﬁSaiD)wbammtchb
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor] Z/%
06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan |
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Dacrah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008

Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Dacrah T :.E

2010 Nomor 6 Seri D). e
‘ Memperhatikan 1 tusan Menteri Pendidikan Nasional N (‘

060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian] %/
' Sekolah; O3
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MEMUTUBKAN:

KEDUA . Menugaskan kepada Kepala
Formal, Informal dan PAUD pads

Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinnan
KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran dalam

KEEMPAT ¢ Keputusan Walikota ini mulal

4 Ditetapkan di Bekasi

¥ 1. Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan & Kebudayaan di Jakarta;
lbhun&ndidihnmdnm&mtdl&ndung
3.
4.

Walikota Bekasi (sebagai laporan);
Camat Jatisampurna.




